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Pemkot Urung Uji Coba
_ I
Kini Godok Tiga Skema
PEMKOT Jogjaurungme-  ber Daya Manusia (BKPSDM)
nerapkan uji coba workfrom KotaJogja Sarwanto menga-
home (WFH), Jumat (27/3). takan, tidak dilakukannya uji ’. Kemungkinan sekitar
Namun sudah adabebera- cobakarenabelum ada ara- . .
pa skema yang disiapkan hanresmi. Baik dari Kemen- gji.?ngflal. - ApFﬂ.ll)(am o
sembari menunggu kepu- terian Pendayagunaan Apa- : al" Saatini ) epu.tusannya
tusan dari pemerintah pusat. ratur Negaradan Reformasi masih digodok di bagian
Kepala Badan Kepegawai-  Birokrasi (PANRB) maupun  organisasi,”
andan PengembanganSum-  Pemprov DIJ = Sarwanto

Baca Pemkot.. Hal 7

Kepala BKPSDM Kota Jogja
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Pemkot Urung Uji Coba,
Kini Godok Tiga Skema

~_Sambungan dari hal 1

Meski urungrnenérapkan uji

coba, dia memastikan pemkot
sudah menyiapkan tiga skema
WEFH jika nantinya resmi diber-
lakukan. Pertama, dengan pe-
nambahan jam kerja sebanyak
satu jam pada hari Senin hing-
ga Kamis. Kemudian di hari
Jumatwaktu kerjahanya 1,5 jam.

Kedua, dengan penambahan
jam kerjamasing-masing sete-
ngah jam pada hari Senin hing-
ga Kamis. Sehingga membuat
jam kerja di hari Jumat menjadi
3,5 jam. Lalu skema terakhir,
tidak ada perubahan sama se-
kali atau jam kerja tetap sama.

Menurutnya, uji coba WFH
pegawai di lingkungan Pemkot
Jogja baru akan diterapkan
bulan depan. Lantaran berda-
sar arahan pemerintah pusat,
kebijakan WFH di tingkat dae-

rah diterapkan pada April.

"Kemungkinan sekitar tang-
gal 10 April baru bisa dimulai.
Saat ini keputusannya masih
digodok di bagian organisasi,’
ujar Sarwanto di Balai Kota
Jogja, Jumat (27/3).

Mantan camat Wirobrajan ini
menyampaikan, adabeberapa
instansi yang kemungkinan
tidakmenerapkan WFH. Khu-
susnya yang berkaitan dengan
pelayanan publik. Sepertikelu-
rahan, kemantren, puskesmas,
dinas perhubungan, Satpol PP,
layanan kependudukan, dan
Mall Pelayanan Publik (MPP).

Dalam kebijakan WFH di Pem-
kotJogja pihaknya sudah men-
dapatkan arahan dari kepala
daerah agar jam kerja tetap
seperti biasa. Namun imple-
mentasi pasti tetap menunggu
keputusan resmi dari pusat. "Pak
Wali kemarin awalnya berharap

bisa menambah jam di hari
Senin sampai Kamis,” katanya.

Terpisah, aktivis Jogja Cor-
ruption Watch (JCW) Baharud-
din Kamba meminta agar ada
pertimbangan matang dalam
penerapan kebijakan WFH.
Apalagi jika ingin mencapai
target efisiensi penggunaan
bahan bakar minyak (BBM).

Kamba menekankan, pene-
rapan WFH di Pemkot Jogja
tidak boleh mengesampingkan
pelayanan publik. Sertajangan
sampai menjadi kesempatan
bagi pegawai untuk melakukan
kegiatan yangjustru membuat
penggunaan BBM semakin
boros. "Kebijakan WFH dalam
sepekan mesti dikalkulasi se-
cara matang untuk mencapai
target, yakni efisiensi penggu-
naan BBM tanpa mengganggu
aspek pelayanan terhadap
publik tegasnya. (inu/laz/fj)
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